


























p. rekomendasi dikirim kepada Rektor.
q. Selesai.

4. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin:
a. Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan

hukuman disiplin kepada Pegawai tersebut merupakan kewenangan:
1) atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut

wajib menjatuhkan hukuman disiplin (dengan membuat dan
menandatangani Keputusan hukuman disiplin);

2) pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib
melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan, laporan
kewenangan penjatuhan hukuman disiplin;

3) Jika atasan langsung Pegawai yang bersangkutan juga terlibat dalam
pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan, maka
yang menjadi Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara
berjenjang atau hierarki.

5. Pembebasan sementara Pegawai dari jabatan:
a. Untuk memperlancar pemeriksaan, Pegawai yang diduga melakukan

pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan struktural oleh atasan
langsung sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya
Keputusan hukuman disiplin;

b. Dalam hal pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat
sebagaimana dimaksud pada huruf a, ternyata tidak terbukti, maka yang
bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula;

0. Agar tugas organisasi tetap berjalan, maka selama Pegawai yang
bersangkutan dibebaskan sementara dapat diangkat pelaksana harian (Plh).

d. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatannya, tetap masuk kerja dan
tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

e. Hak-hak kepegawaian berupa tunjangan yang melekat pada jabatan
dihentikan sementara sampai yang bersangkutan diangkat kembali dalam
jabatan semula;

6. Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a tidak
ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang
lebih tinggi atau secara berjenjang.

7. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP):
a. BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai yang

diperiksa. Jika ada isi BAP yang menurut Pegawai yang bersangkutan tidak
sesuai dengan yang diucapkan, maka Pegawai memberitahukan hal itu
kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaiki BAP tersebut;


















































































